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ABSTRAK  : - Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan 

memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Daerah dalam rangka 

penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, 

penguatan struktur permodalan dan penugasan Pqemerintah Daerah. Penyertaan modal 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah Pasal 21 ayat (5).. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 

Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017. 

 

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha 

Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan untuk pendirian BUMD dan Penambahan 

modal BUMD. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Jenis Penyertaan Modal Daerah meliputi 

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan penyertaan Modal Daerah dalam bentuk 

Barang Milik Daerah yang dapat dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal 

Daerah. Sumber dana Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari APBD dan/atau konversi 

dari pinjaman. Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh 

BUMD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan 

Modal Daerah pada BUMD. 

CATATAN : -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 September 2021 

  - Terdiri atas 20 Pasal. 

  - Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2012, Perda No. 11 

Tahun 2015, Perda No. 10 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Penjelasan 3  halaman 

  

  

 


